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“Keseluruhan atau sebagian

kegiatan yang meliputi

pembangunan, pengoperasian, 

pemeliharaan, pembongkaran

dan pembangunan Kembali 

suatu bangunan”



REVIU SPESIFIKASI TEKNIS – METODE PELAKSANAAN
DASAR 

HUKUM

Undang-Undang No. 2 Tahun 2017
Tentang Jasa Konstruksi1

PP No. 14 Tahun 2021
Ttg Perubahan Atas PP No. 22 Thn 2020 Ttg Peraturan Pelaks UU No. 2 Tahun 2017 Ttg Jakon2

Perpres No. 16 Tahun 2018 & Perubahannya
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3

Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia5

Permen PUPR No. 6 Tahun 2021
Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

6

SE PUPR Nomor 21/SE/M/2021 
Tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi
Kompetensi Kerja Konstruksi, Dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat
Kompetensi Kerja Konstruksi

7

Surat Menteri PUPR Nomor BK0301-Mn/2290 Tgl. 27 Desember 2021
Tentang Tindak Lanjut Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja
Konstruksi (SKK-K) Setelah Masa Transisi

8

Perpres No. 17 Tahun 2019
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan 
Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Papua Barat

4



Segmentasi
Pekerjaan Konstruksi

K
M

B

s/d 15 M

> 15 M s/d 50 M

> 50 M



Tahapan PBJP

Identifikasi kebutuhan, Penetapan B/J, 

Cara, Jadwal & Anggaran

Disusun PPK & ditetapkan

PA/KPA  

Perencanaan

Pengadaan

01

Setelah RKAPD disetujui DPRD
Setelah RKAKL disetujui DPR

PPK Persiapan

Pengadaan

02

Setelah menerima delegasi/perintah pengadaan dari PPK

Pokja Pemilihan/PP Persiapan

Pemilihan
03

Proses Pemilihan Penyedia

Pokja Pemilihan/PP Pemilihan

Penyedia
04

Reviu, Persiapan SPPBJ, Persiapan Kontrak, Kontrak

& Pengendalian Kontrak

PPK
Pelaksanaan

Kontrak

05

Penyerahan Hasil Pekerjaan dari Penyedia

ke PPK dan PPK ke KPA

PPK/KPA

Serah Terima

06



PerLKPP no. 12 Tahun 2021

01
02Pedoman

Pelaksanaan

Pengadaan

Model 

Dokumen

Pemilihan

(MDP)



Memahami

Dokumen
Pemilihan

Dokumen yang dibuat oleh Pokja Pemilihan / 
Pejabat Pengadaan yang memuat informasi
dan ketentuan yang harus ditaati oleh para 
pihak dalam pemilihan penyedia

Dokumen Pemilihan disusun berdasarkan
dokumen persiapan pengadaan yang 
ditetapkan oleh PPK dan telah direviu oleh 
Pokja Pemilihan / Pejabat Pengadaan

Dokumen Pemilihan terdiri atas :
1. Dokumen Kualifikasi
2. Dokumen Tender/Seleksi/Tender 

Cepat/Penunjukan Langsung/Pengadaan
Langsung

01

02

03



Dokumen Pemilihan

DOKUMEN KUALIFIKASI

a. Lembar Data Kualifikasi

b. Formulir Isian Kualifikasi

c. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi

d. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi

DOKUMEN TENDER

a. Umum

b. Pengumuman

c. Instruksi Kepada Peserta (IKP)

d. Lembar Data Pemilihan (LDP)

e. Bentuk Dokumen Penawaran

f. Rancangan Kontrak (Surat Perjanjian, SSUK dan SSKK

g. Spesifikasi Teknis dan Gambar

h. Detailed Engineering Design (DED)

i. Contoh Bentuk Dokumen Lain

Dokumen

Pemilihan

Dokumen

Kualifikasi

Dokumen

Tender



Penetapan Metode Kualifikasi

Penetapan

Metode

Kualifikasi

Pasca Kualifikasi

▪ Proses evaluasi kualifikasi
yang dilakukan setelah
penyampaian penawaran

▪ Pekerjaan bersifat tidak
kompleks

Pra Kualifikasi

• Proses evaluasi kualifikasi
yang dilakukan sebelum
penyampaian penawaran

• Pekerjaan konstruksi
bersifat kompkes

Pekerjaan Kompleks :

• Resiko tinggi

• Teknologi tinggi

• Peralatan yang didisain khusus; 
dan/atau

• Sulit didefinisikan secara teknis
bagaimana cara memenuhi
kebutuhan dan tujuan PBJ

Penentuan tingkat kompleksitas  
Pekerjaan Konstruksi, ditetapkan PPK  
pada tahapan identifikasi kebutuhan

PRA

PASCA



REVIU SPESIFIKASI TEKNIS – METODE PELAKSANAANPENETAPAN PERSYARATAN PENYEDIA

PERSYARATAN KUALIFIKASI

a. Administrasi Kualifikasi
b. Teknis Kualifikasi

Penetapan Persyaratan Penyedia

ADMINTRASI

KUALIFIKASI

Penetapan

Persyaratan

Penyedia

TEKNIS

PERSYARATAN ADMINISTRASI
a. Surat Penawaran
b. Jaminan Penawaran HPS >10 M
c. Surat Perjanjian KSO (jika peserta ber-KSO)

PERSYARATAN TEKNIS

1. Metode Pelaksanaan (Kualifikasi Besar/Kompleks)

2. Personel Manajerial

3. Peralatan Utama

4. Dokumen Subkontrak (Pagu > Rp.25M)

5. Dokumen RKK



PERSYARATAN KUALIFIKASI

TEKNIS KUALIFIKASI

▪ Sisa Kemampuan Paket : Usaha Kecil 5 paket, Non Kecil 6 paket

▪ Pengalaman Kemampuan dasar ( KD ), untuk M & B

ADMINTRASI

TEKNIS

Penetapan

Persyaratan

Kualifikasi

ADMINISTRASI KUALIFIKASI
• KSO ( Menengah & Besar)
• Perijinan Berusaha di bidang Jasa Konstruksi
• Sertifikat Badan Usaha (SBU)
• Pengalaman 4 tahun terakhir (Pekerjaan Konstruksi)
• Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen

Lingkungan dan SMKK ( kompleks/Risiko Tinggi/Kualifikasi
Besar )

• Memiliki Status Valid wajib pajak



Persyaratan

Sertifikat Badan Usaha (SBU)

Kualifikasi

KECIL

Pengalaman yg dapat dihitung
sebagai KD adalah pengalaman
sesuai dgn salah satu Sub Bidang
Klasifikasi SBU yang disyaratkan

Paling banyak 2 SBU
Kualifikasi

M / B

Untuk Kualifikasi BESAR 
Pengalaman yg dapat dihitung
sebagai KD adalah pengalaman
sesuai dgn salah satu Lingkup

Paling banyak 1 SBU



Persyaratan Pengalaman Perusahaan

Kualifikasi Usaha Kecil Yang berdiri Kurang dari 3 Tahun

Nilai Paket

sd 2,5 MDikecualikan

Mempunyai 1 (satu) 
pengalaman pekerjaan
pada bidang yang sama

Nilai Paket

>2,5M sd
15M



EVALUASI KUALIFIKASI



EVALUASI KUALIFIKASI

Form Elektronik Isian
Kualifikasi SPSE

Fasilitas Unggah
Kualifikasi Lainnya

Data kualifikasi pada form elektronik isian kualifikasi dalam aplikasi SPSE atau pada
fasilitas upload data kualifikasi lainnya merupakan bagian yang saling melengkapi

Dalam hal dijumpai perbedaan mengenai isian data kualifikasi dengan data yang
diunggah (upload), maka data yang DIGUNAKAN ADALAH DATA YANG SESUAI
PERSYARATAN KUALIFIKASI



EVALUASI KUALIFIKASI
NO KETENTUAN KETERANGAN

1 Peserta yang melakukan KSO, maka jumlah anggota KSO :

❖ Tidak Komplek, paling banyak 3 (tiga) perusahaan

❖ Komplek, paling banyak 3 (tiga) perusahaan

2 Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha

di bidang Jasa Konstruksi (NIB)

Berlaku untuk setiap perusahaan yang

tergabung dalam KSO

3 Wajib memiliki SBU dengan Kualifikasi Usaha

(Kecil/Menengah.Besar) serta disyaratkan

Subklasifikasi/layanan………..(sesuai dengan sub bidang

klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan)

Untuk KSO, saling melengkapi dan setiap

anggota KSO harus memiliki salah satu

SBU yang disyaratkan

4 Usaha Menengah dan Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD)

dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi

dalam 15 tahun terakhir)

Untuk KSO, hanya dilakukan kepada leadfirm

KSO



EVALUASI KUALIFIKASI

NO KETENTUAN KETERANGAN

5 Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen

Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan

Kerja (Kompleks/Resiko Tinggi/Kualifikasi Besar)

Untuk KSO, dilakukan secara saling melengkapi

oleh anggota KSO

6 Nomor NPWP ____________, dengan status keterangan Wajib

Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak_______;

[valid/tidak valid]

Berlaku untuk setiap perusahaan yang

tergabung dalam KSO

7
Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan
perusahaan (apabila ada perubahan)

Berlaku untuk setiap perusahaan yang

tergabung dalam KSO



EVALUASI KUALIFIKASI
NO KETENTUAN LAMA KETERANGAN

8 Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi
dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan
pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak :

Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari
3 (tiga) tahun:

a. Dikecualikan, untuk nilai paket sampai dengan paling banyak
Rp.2,5 M;

b. Untuk Nilai paket diatas Rp.2,5 M – Rp.15M, harus mempunyai
1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama

Berlaku untuk setiap perusahaan yang
tergabung dalam KSO

9
Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan
perusahaan (apabila ada perubahan)

Berlaku untuk setiap perusahaan yang
tergabung dalam KSO



EVALUASI KUALIFIKASI
NO KETENTUAN KETERANGAN

8 Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam
kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah
atau swasta termasuk pengalaman subkontrak :

Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tahun:
a. Dikecualikan, untuk nilai paket s/d paling banyak Rp.2,5 M;
b. Untuk Nilai paket diatas Rp.2,5 M – Rp.15M, harus mempunyai 1

(satu) pengalaman pada bidang yang sama

Berlaku untuk setiap perusahaan
yang tergabung dalam KSO

9 Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan
(apabila ada perubahan)

Berlaku untuk setiap perusahaan
yang tergabung dalam KSO

10 Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan :
SKP = KP – P :
a. Usaha Kecil : KP = 5 paket
b. Usaha Non Kecil : KP = 6 paket (1,2 N)

dalam hal KSO dilakukan antara
usaha kualifikasi menengah
dengan usaha kualifikasi kecil,
maka evaluasi SKP tetap dilakukan
terhadap usaha kecil tersebut



KETENTUAN KSO

Kualifikasi  

Sama

Kualifikasi  

1 Tingkat  

dibawahnya
Jumlah anggota KSO dibatasi:

a. Maksimal 3, untuk pekerjaan tidak kompleks

b. Maksimal 5, untuk pekerjaan kompleks

K -K

M-M

B-B

Kualifikasi
Sama

KSO
Dapat

dilakukan
Antar

Penyedia

Kualifikasi
1 Tingkat

Dibawahnya

B-M M-K



EVALUASI SBU
NO KETENTUAN

1 Izin/sertifikat yang habis masa berlakunya sebelum

batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran tidak

dapat diterima dan penyedia dinyatakan gugur

2 Dalam hal masa berlaku izin/sertifikat habis setelah

batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, maka

Peserta harus menyampaikan izin/sertifikat yang sudah

diperpanjang kepada Pejabat Pembuat Komitmen saat

penterahan lokasi kerja & personel

3 Dalam hal Ijin Usaha di bidang JK diterbitkan oleh

lembaga online single submission (OSS), Ijin Usaha di

bidang Jasa Konstruksi harus sudah berlaku efektif

pada saat rapat persiapan penandatangan kontrak

4 Khusus untuk SBU, tidak perlu mengevaluasi registrasi

tahunan, melainkan cukup memperhatikan masa

berlaku SBU

Surat Menteri PUPR no. BK.0301-Mn/2289 tgl
27 Des 2021, SBU & SKK yg sdg dalam proses
perpanjangan &/ perubahan oleh LPJK
dinyatakan masih berlaku s/d 31 Juli 2022

Pada saat klarifikasi kualifikasi, di sampaikan

kepada peserta agar masa berlaku SBU sudah

berlaku pada saat penyerahan lokasi & personel

Surat Menteri PUPR no. BK.0301-Mn/2289 tgl
27 Des 2021, SBU & SKK yg sdg dalam proses
perpanjangan &/perubahan oleh LPJK
dinyatakan masih berlaku s/d 31 Juli 2022



CARA CEK KEABSAHAN SERTIFIKAT

Sesuai dengan Surat Menteri PUPR 
No. BK0301-Mn/2298, mulai 1 
Januari 2022, Keabsahan SBU dan 
SKK-K dapat dilakukan dengan
pindai/scan QR code yang memuat
nomor pencatatan SBU dan SKK-K 
pada SIJK Terintegrasi melalui
aplikasi Jakontrust. Selain itu dapat
juga cek melalui laman siki.pu.go.id 
pada menu “Searching”



Pengalaman
Pekerjaan 4 

tahun
terakhir

a. Diambil dari daftar pengalaman pada isian kualifikasi

b. Dibuktikan saat pembuktian kualifikasi : Kontrak & BAST

Khusus Pengalaman Sub Kontrak :

a. Membawa kontrak subkontrak

b. Dilengkapi dengan referensi kerja dari Pemberi Pekerjaan,
yang mengatakan bahwa memang benar subkontrak untuk
pekerjaan dimaksud

KETENTUAN SYARAT PENGALAMAN PERUSAHAAN

1

2



CARA CEK KEABSAHAN SERTIFIKAT

Sesuai dengan Surat Menteri PUPR 
No. BK0301-Mn/2298, mulai 1 
Januari 2022, Keabsahan SBU dan 
SKK-K dapat dilakukan dengan
pindai/scan QR code yang memuat
nomor pencatatan SBU dan SKK-K 
pada SIJK Terintegrasi melalui
aplikasi Jakontrust. Selain itu dapat
juga cek melalui laman siki.pu.go.id 
pada menu “Searching”



PERIJINAN BERUSAHA 

& SBU



KATEGORI PELAKU USAHA



BERIJINAN BERUSAHA & SERTIFIKAT STANDAR



KATEGORI PELAKU USAHA







PENDAFTARAN DI OSS RBA

Kunjungi
https://oss.go.id

Klik DAFTAR



TAMPILAN SETELAH BROWSING OSS RBA

Klik “MASUK SEKARANG”



KLIK PANDUAN UNTUK PENGGUNAAN OSS RBA

PANDUAN



PANDUAN PENGGUNAAN OSS RBA



PENDAFTARAN PELAKU USAHA

KLIK DAFTAR / MASUK



Pilih UMK  atau NON UMK

KLIK PILIH



Pilih JENIS PELAKU USAHA

PILIH JENIS USAHA



LENGKAPI DATA & KLIK KIRIM KODE VERIFIKASI

Klik KIRIM 

KODE VERIFIKASI



KODE VERIFIKASI TERKIRIM MELALUI EMAIL



MASUKKAN 6 DIGIT KODE VERIFIKASI



LENGKAPI NAMA BADAN USAHA & PASSWORD

Klik KONFIRMASI



LENGKAPI DATA PERUSAHAAN & KLIK DAFTAR

Klik DAFTAR



KODE AKSES TERKIRIM KE ALAMAT EMAIL PENDAFTAR



Setelah Memperoleh Kose Akses Selanjutnya Masuk Ke OSS RBA





Selanjutnya ikuti Langkah & lengkapi data 
sesuai yang disyaratkan di OSS RBA



SMKK & RKK



Keselamatan Konstruksi

“adalah segala kegiatan keteknikan untuk
mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam
mewujudkan pemenuhan standar
keamanan, keselamatan, Kesehatan dan 
keberlanjutan yang menjamin keselamatan
keteknikan konstruksi, keselamatan dan 
Kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik
dan keselamatan lingkungan”



Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
(SMKK) 

Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK )

adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi
yang memuat elemen SMKK yang  merupakan satu
kesatuan dengan dokumen kontrak

adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya
Keselamatan Konstruksi



Rancangan Konseptual SMKK

adalah dokumen telaah tentang
Keselamatan Konstruksi yang  
disusun pada tahap pengkajian, 
perencanaan dan/atau perancangan



Permen PUPR 10 Thn 2021 pasal 13



Output Rancangan Konseptual SMKK 
Jasa Konsultansi Konstruksi Perencanaan/Pengkajian
Berdasarkan Permen PUPR no. 10 Tahun 2021 tentang SMKK



Output Rancangan Konseptual SMKK 
Jasa Konsultansi Konstruksi Perancangan

Berdasarkan Permen PUPR no. 10 Tahun 2021 tentang SMKK



Output Dokumen RKK Pengawasan/MK
Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan atau MK
Berdasarkan Permen PUPR no. 10 Tahun 2021 tentang SMKK



Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan
Pengendalian Risiko dan Peluang (IBPRP)

adalah proses mengidentifikasi bahaya, menilai dan 
mengendalikan risiko, serta menilai peluang



TINGKAT RISIKO
KESELAMATAN KONSTRUKSI

Memahami



Risiko Keselamatan Konstruksi

adalah risiko Konstruksi yang memenuhi 1 (satu) atau lebih kroteris
berupa besaran risiko pekerjaan, nilai kontrak, jumlah tenaga kerja, 
jenis alat berat yang dipergunakan dan tingkatan penerapan teknologi
yang digunakan



Penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi

adalah perhitungan besaran potensi berdasarkan kemungkinan
adanya kejadian yang berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, 
jiwa manusia, keselamatan public, dan lingkungan yang dapat timbul
dari sumber bahaya tertentu, terjadi pada Pekerjaan Konstruksi

KECIL SEDANG BESAR



RISIKO BESAR

1 32 4 5 6

Bersifat berbahaya tinggi

berdasarkan penilaian

Tingkat Risiko dalam RKK

Pekerjaan Konstruksi dengan

nilai HPS diatas Rp.100 M

Mempekerjakan tenaga

kerja lebih dari 100 orang; 

Menggunakan peralatan

pesawat angkat
Pekerjaan Konstruksi yang 

menggunakan teknologi tinggi

Menggunakan metode peledakan

dan/atau menyebabkan terjadinya

peledakan; dan/atau



Rancangan Konseptual SMKK

Tahap Perancangan Konstruksi

metode pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi

Lingkup dan pernyataan tanggung jawab
perancang

identifikasi bahaya, mitigasi bahaya, 
dan penetapan tingkat risiko

Tahap

Perancangan

daftar standar dan/atau peraturan
perundang-undangan Keselamatan
Konstruksi yang ditetapkan untuk desain

rancangan panduan keselamatan
pengoperasian dan  pemeliharaan
konstruksi bangunan

Biaya Penerapan SMKK

harus disetujui oleh Pengguna Jasa untuk
dijadikan rujukan dalam menyusun RKK 



FORMAT RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK

PERANCANGAN KONSTRUKSI



FORMAT RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK

PERANCANGAN KONSTRUKSI





CONTOH  : PERNYATAAN PENETAPAN TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI



PENETAPAN TINGKAT RISIKO 
KESELAMATAN KONSTRUKSI



PENETAPAN TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI
Berdasar Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 di Lampiran J



PENETAPAN TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI
Berdasar Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 di Lampiran J



PENETAPAN TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI
Berdasar Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 di Lampiran J



9 Komponen Biaya Penerapan SMKK
Kontrak Harga Satuan

Sosialisasi, promosi, dan pelatihan
2

Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat 
Pelindung Diri (APD)

3

Asuransi dan perizinan 4

Personel K3 Konstruksi
5

Fasilitas sarana, prasarana, 
dan alat kesehatan

6

Rambu- rambu yang diperlukan

7

Konsultasi dengan ahli terkait
Keselamatan Konstruksi sesuai
lingkup pekerjaan dengan
kebutuhan lapangan

8

Kegiatan & Peralatan terkait
dengan pengendalian resiko
keselamatan konstruksi

9

Penyiapan Rencana Keselamatan 
Konstruksi (RKK)

1



5 Komponen Biaya Penerapan SMKK
Kontrak Lumsum

Sosialisasi, promosi, dan pelatihan
2

Alat Pelindung Diri (APD) 3
Fasilitas sarana, prasarana, 

dan alat kesehatan4

Kegiatan & Peralatan terkait
dengan pengendalian resiko
keselamatan konstruksi

5

Penyiapan Rencana Keselamatan 
Konstruksi (RKK)

1



DOKUMEN RKK
Pada Tender
Pekerjaan Konstruksi



Persyaratan Dokumen RKK
Harus memperhatikan :

Dokumen RKK

Menetapkan 1 (satu) 

uraian pekerjaan

dan 1 (satu) identifikasi

bahaya

Uraian pekerjaan dan 

identifikasi bahaya

didasarkan pada tingkat

risiko terbesar dari seluruh

uraian pekerjaan dan 

identifikasi bahaya yang 

telah ditetapkan Pejabat

Penandatangan Kontrak

dalam rancangan

konseptual SMKK

01 02



1 Uraian Pekerjaan & 1 Risiko Keselamatan Konstruksi

Paling Besar pada DOKUMEN RKK berdasarkan

Dokumen Rancangan Konseptual SMKK

Bagaimana PPK Menetapkan :



Bagaimana PPK Menetapkan :

B.1.  Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian dan Peluang

1 Uraian Pekerjaan & 1 Risiko Keselamatan Konstruksi

Paling Besar pada DOKUMEN RKK berdasarkan

Dokumen Rancangan Konseptual SMKK



Syarat Dokumen RKK

Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

Pakta Komitmen
Keselamatan Konstruksi

5 Elemen SMKK

Dokumen RKK



5 Elemen SMKK

Perencanaan
Keselamatan Konstruksi

Kepemimpinan & partisipasi pekerja
dalam Keselamatan Konstruksi

Dukungan Keselamatan Konstruksi

Operasi
Keselamatan Konstruksi

Evaluasi Kinerja 
Keselamatan konstruksi



Bentuk Dokumen RKK
Sesuai PerLKPP no. 12 Tahun 2021



Elemen A. 
Kepemimpinan dan Partisipasi dalam Keselamatan konstruksi



Elemen B. 
Perencanaan Keselamatan konstruksi



Elemen C 
Dukungan Keselamatan konstruksi

Elemen D 
Operasi Keselamatan konstruksi

Elemen E 
Evaluasi Keselamatan konstruksi



EVALUASI DOKUMEN RKK

5 Elemen SMKK :
Kepemimpinan & Partisipasi Pakerja Dalam

Keselamatan Konstruksi01

Perencanaan Keselamatan Konstruksi02

Dukungan Keselamatan Konstruksi03

Operasi Keselamatan Konstruksi04

Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi05

Pakta komitmen, yang ditandatangani

oleh pimpinan tertinggi perusahaan penyedia jasa



TATA CARA EVALUASI

NO ELEMEN SMKK KETENTUAN TATA CARA EVALUASI

1 KEPEMIMPINAN DAN 

PARTISIPASI PEKERJA 

DALAM KESELAMATAN 

KONSTRUKSI

Pakta Komitmen

Keselamatan

Konstruksi

1. Pakta keselamatan
komitmen yang disampaikan
adalah yang berisi 7 ( tujuh ) 
pernyataan

2. Pastikan nama paket
pekerjaan sesuai dengan
yang ditenderkan

A.KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI PEKERJA DALAM 

KESELAMATAN KONSTRUKSI

TIDAK MENGUGURKAN

1. Kesalahan nama Pokmil tidak menggugurkan

2. Kesalahan pihak yang bertandatangan tidak mengugurkan



Tabel B1

NO ELEMEN SMKK KETENTUAN TATA CARA EVALUASI

2 PERENCANAAN 

KESELAMATAN 

KONSTRUKSI

• uraian pekerjaan;

• manajemen risiko dan rencana
tindakan (minimal sesuai

• uraian pekerjaan dan identifikasi
bahaya yang disyaratkan dalam LDP
meliputi:

✓ penjelasan manajemen risiko meliputi
mengidentifikasi bahaya, menilai
tingkat risiko, dan mengendalikan
risiko;

✓ penjelasan rencana Tindakan meliputi
sasaran khusus dan program khusus

B. PERENCANAAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

No. 

Pengendalian 
Risiko (Sesuai 
Kolom Tabel 

6 IBPRP) 

Sasaran Program 

Uraian 
 
Tolok 
ukur 

Uraian 
Kegiatan 

 
Sumber 
Daya 

Jadwal 
Pelaksanaan 

 
Bentuk 
Monitoring 

Indikator 
Pencapaian 

Penanggung 
Jawab 

1 
Menyusun 

SOP 
Ada 
SOP 

SOP 
Menyusu

n SOP 
Kertas 

Minggu 
pertama 

Checklist Ada SOP Ahli K3 

 

Tabel B2

Peserta dinyatakan memenuhi elemen Perencanaan
Keselamatan Konstruksi apabila menyampaikan tabel
B.1 Identifikasi bahaya, Penilaian risiko, Pengendalian
dan Peluang, serta tabel B.2 Rencana tindakan (sasaran
khusus & program khusus) yang memenuhi ketentuan:

1. Kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya
diisi sesuai yang disyaratkan dalam LDP kecuali
kolom keterangan;

2. Kolom lain telah diisi (kebenaran isian tidak
dievaluasi).

3. Apabila hanya menyampaikan tabel yang
kosong/hanya copas dokumen pemilihan. Maka
dianggap tidak ada.

TATA CARA EVALUASI



C. DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI

TATA CARA EVALUASI

NO ELEMEN SMKK KETENTUAN TATA CARA EVALUASI

3 DUKUNGAN 

KESELAMATAN 

KONSTRUKSI

• Peserta menyampaikan penjelasan

salah satu sub elemen dari elemen

dukungan keselamatan konstruksi

atau

• Menyampaikan Tabel Jadwal

Program Komunikasi yang telah

diisi

1. Pokja pemilihan memastikan salah satu sub 

elemen dukungan keselamatan konstruksi

telah terisi penjelasan atau Tabel Jadwal

Komunikasi telah diisi

2. Substansi isian tidak dievaluasi

NO Jenis Komunikasi PIC Waktu Pelaksanaan

1 Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety 
Induction)

Manajer Proyek Minggu pertama setiap bulan

2 Pertemuan pagi hari

(safety morning)

Manajer Proyek Saat Apel Pagi

3 Pertemuan Kelompok Kerja (toolbox 
meeting)

N/A --

4 Rapat Keselamatan Konstruksi

(construction safety meeting)

Tidak perlu Tidak Perlu



D. OPERASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

TATA CARA EVALUASI

NO ELEMEN SMKK KETENTUAN TATA CARA EVALUASI

4 OPERASI  

KESELAMATAN 

KONSTRUKSI

• Peserta
menyampaikan
penjelasan salah satu
sub elemen dari
elemen Operasi
Keselamatan
konstruksi atau

• Tabel Analisis
Keselamatan
Pekerjaan telah diisi

1. Pokja pemilihan memastikan
salah satu sub elemen Operasi
Keselamatan konstruksi telah
terisi penjelasan atau Tabel
Analisis Keselamatan Pekerjaan
telah diisi

2. Substansi isian tidak dievaluasi

Tabel Contoh Analisis Keselamatan Pekerjaan (Job Safety Analysis) 

Nama Pekerja                                        : Budi Waluyo   
Nama Paket 
Pekerjaan                            : Pengecoran kolom A2 Gedung Sekolah 

Tanggal Pekerjaan                                     : 12 Agustus s/d 12 September 2020 
 
Alat Pelindung Diri yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan: 
 

1 Helm/Safety Helmet √ 4. Rompi Keselamatan/Safety Vest   

2 Sepatu/Safety Shoes √ 5. Masker Pernafasan/Respiratory √ 
3 Sarung Tangan/Safety Gloves √ 6. …. Dst.  

 
 
 

Urutan Langkah 
Pekerjaan 

Identifikasi Bahaya Pengendalian Penanggung Jawab 

Merangkai besi 
baja 

Tangan terjepit besi Memakai sarung 
tangan 

Mandor 

Memasang 
bekisting 

Tertusuk paku Memakai masker 
pernafasan 

Petugas K3 

Membuat adukan 
semen 

Kaki terkena sekop Memakai rompi Manajer Proyek 

      



E. EVALUASI KESELAMATAN KONSTRUKSI

TATA CARA EVALUASI

NO ELEMEN SMKK KETENTUAN TATA CARA EVALUASI

5 EVALUASI 

KESELAMATAN 

KONSTRUKSI

• Peserta menyampaikan penjelasan
salah satu sub elemen dari elemen
Evaluasi Kinerja Keselamatan konstruksi
atau

• Tabel Jadwal Inspeksi dan Audit telah
diisi

1. Pokja pemilihan memastikan salah satu sub 
elemen Evaluasi Kinerja Keselamatan konstruksi
telah terisi penjelasan atau Tabel Jadwal Inspeksi
dan Audit telah diisi

2. Substansi isian tidak dievaluasi

No Kegiatan PIC

Bulan Ke-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Inspeksi Keselamatan Konstruksi

2 Patroli Keselamatan Konstruksi

3 Audit internal



SEKIAN 

Semoga bermanfaat

Terima Kasih


